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ABSTRAK 
Muhammad Yusran Saad (B11112140),  Tinjaun Yuridis 
Penyelenggaraan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Ketenagakerjaan dibawah bimbingan Anshori Ilyas selaku 
pembimbing I dan Ariani Arifin selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
layanan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pasca transformasi PT 
JAMSOSTEK menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 
Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas kinerja 
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya di BPJS 
Ketenagakerjaan kantor cabang Makassar dengan mengambil data yang 
relevan serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait 
dalam hal ini pihak penyelenggara BPJS dan pihak-pihak yang terkait dan 
pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini. 
Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian 
kepustakaan (Library Research) dan metode penelitian lapangan (Field 
Research). Metode penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian dengan 
melakukan pengumpulan data pustaka atau bahan bacaan yang relevan 
dengan penelitian yang dilakukan, sedangkan metode penelitian lapangan 
yaitu penelitian yang dilakukan dimana penulis akan terjun langsung ke 
lapangan, dalam hal ini penulis melakukan kegiatan observasi atau 
pengamatan dan kegiatan wawancara kepada kepala BPJS 
Ketenagakerjaan, anggota BPJS Ketenagakerjaan dan pihak-pihak terkait 
lainnya. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasca transformasinya PT 
JAMSOSTEK menjadi BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah telah 
memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan BPJS diantaranya 
dengan menetapkan jenis pelayanan kesehatan, menetapkan anggaran 
dan subsidi iuran. Adapun fokus utama dalam skripsi ini adalah program 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pasca bertransformasi dinilai telah 
banyak memberikan peningkatan dalam kualitas layanannya, dan juga 
penambahan program yang memberi manfaat lebih untuk penggunanya, 
baik deri segi benefit maupun tarifnya yang dinilai cukup ekonomis. Namun, 
penulis belum bisa mengatakan pelayanan dan akuntablitas BPJS 
Ketenagakerjaan yang telah diberikan berjalan sempurna sebagaimana 
mestinya, karena penulis masih menemukan ketidaksesuian didalamnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum ketenagakerjaan dibentuk, disahkan, dan diberlakukan di 
semua negara secara universal, bahkan mendapat jaminan dan 
perlindungan dari PBB, agar hukum ketenagakerjaan yang berlaku di 
negara dapat ditegakkan secara tegas. Hal ini karena perburuhan 
(ketenagakerjaan) dalam istilah Bahasa lnggris dikenal dengan labour, 
merupakan kelompok/warga masyarakat yang dalam kehidupan berada 
dalam posisi yang sangat lemah baik dalam jaminan dan perlindunngan 
hukum maupun hak hidup dalam mencari pekerjaan untuk dapat hidup 
secara layak. Ketenagakerjaan berkaitan erat dengan hak atas 
pekerjaan yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus 
mendapat jaminan dan perlindungan hukum dari pemerintah/negara.1 
Setiap masyarakat atau warga negara Indonesia memiliki hak 
untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahtraan yang baik untuk dirinya 
maupun keluarganya. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan, Setiap orang berhak mendapat 
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
                                                          
1 Abdussalam, Adri Desasfuryanto, 2015, Hukum Ketenagakerjaan, PTIK, Jakarta, hal 1 
2 
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Setiap 
orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, Setiap orang 
berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh 
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”2, dan  UU No. 36 
tahun 2009 tentang kesehatan, ditegaskan bahwa setiap orang 
mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya 
di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, 
bermutu, dan terjangkau, sebaliknya, setiap orang juga mempunyai 
kewajiban turut serta dalam program jaminan sosial.3 Negara sebagai 
pihak yang paling bertanggung jawab dalam rangka memberikan 
jaminan sosial kepada rakyat, pemerintah perlu mengambil kebijakan 
berupa memobilisasi dana jangka panjang dalam jumlah yang cukup 
besar secara bertahap kepada empat Badan Penyelenggara Jaminan 
Nasional yang dalam hal ini diambil alih oleh BPJS Ketenagakerjaan.  
Sifat hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah masuk 
lingkup hukum privat. Mengingat bidang-bidang kajian hukum itu 
merupakan satu kesatuan dan tidak mungkin untuk dilakukan pemisahan 
maka menjadikan hukum ketenagakerjaan termasuk ke dalam hukum 
fungsional, yaitu mengandung bidang hukum yang lainnya. Ditinjau dari 
sifatnya, hukum perburuhan dapat bersifat privat/perdata dan dapat pula 
bersifat publik. Bersifat privat karena mengatur hubungan antara orang-
                                                          
2 UUD 1945 Pasal 28H 
3 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
3 
perorangan (pembuatan perjanjian kerja).. bersifat publik karena 
pemerintah ikut campur tangan dalam masalah-masalah perburuhan 
serta adanya sanksi pidana dalam peraturan hukum perburuhan.4 
Pada dasarnya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa jaminan 
sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat dari 
economic and social distress yang disebabkan oleh penghentian 
pembayaran upah (tidak bekerja) misalnya karena sakit, kecelakaan, 
melahirkan, pemutusan hubungn kerja, cacat badan, ketuaan, kematian, 
dan lain-lain. Perlindungan itu diberikan kepada anggota-anggota 
masyarakat melalui program-program tertentu misalnya penggantian 
biaya perawatan kesehatan, tunjangan anak, tunjangan keluarga, dan 
lain-lain.5 
Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja 
dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus 
penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau 
seluruhnya penghasilan yang hilang.6 Di samping itu, program jaminan 
sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain: 
1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan 
hidup minimal bagi tenaga kerja besert keluarganya; 
                                                          
4 Asri Wijayanti, 2009, Hukum Keteneagakerjaan Pasca Transformasi, Sinar Grafika, Jakarta, hal 
12 
5 Aloysius Uwiyono, 2014, Asas-asas Hukum Perburuhan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 
104 
6 Lalu Husni, 2008, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, hal 159 
4 
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah 
menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan 
tempatnya bekerja.7 
Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu 
tanggung jawab dan kewajiban negaa untuk memberikan perlindungan 
sosial ekonomi kepada kepada masyrakat indonesia, mengembangkan 
program jaminan sosial berdasrkan funded social security, yaitu jaminan 
sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat 
pekerja di sektor formal.8 
Undang – Undang BPJS sendiri terbagi menjadi dua Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
yang bergerak di bidang Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial dalam Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan program 
badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah 
untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh 
rakyat Indonesia, terutama bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun 
PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta 
keluarganya dan badan usaha lainnya atau rakyat biasa. BPJS 
Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan 
perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi 
tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi 
sosial. Sebelumnya, Empat Perseroan Terbatas, PT Askes (Persero), PT 
                                                          
7   Asri Wijayanti, 2009, Hukum Keteneagakerjaan Pasca Transformasi, Sinar Grafika, Jakarta, hal 
122 
8 www.jamsostek.go.id 
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ASABRI (Persero), PT Jamsostek (Persero), dan PT TASPEN (Persero) 
akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.  
Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula 
diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial 
ini meliputi berbagi usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat 
dan/atau pemerintah. Usaha-usaha tersebut oleh sentanoe kertonegoro 
dikelompokkan dalam empat usaha utama, yaitu: 
1. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, 
yaitu usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga 
berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang di 
kelompokkan dalam pelayanan sosial. 
2. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan 
seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu 
penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat disebut 
bantuan sosial. 
3. Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk 
perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lain-
lain yang dapat dikategorikan sebagai sarana sosial. 
4. Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang 
khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang 
merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi 
resoko-resiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi 
sosial 
6 
Dengan mencakup usaha-usaha tersebut diatas, maka secara 
definitif pengertian jaminan sosial secara luas dapat di jumpai dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kesejahtraan Sosial, Pasal 2 ayat (4) sebagai berikut: “Jaminan 
sosial sebagai perwujudan sekuritas sosial adalah seluruh sistem 
perlindungan dan pemeliharaan kesejahtraan sosial bagi warga negara 
yang diselenggarakan oleh pemerintah dan.atau masyarakat guna 
meemelihara taraf kesejahtraan sosial”9.10 
Pembentukan BPJS itu sendiri harus melalui mekanisme 
penerbitan Undang-Undang. Diperlukannya sebuah Undang-Undang 
yang melandasi legalitas status BPJS Ketenagakerjaan merupakan 
amanat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN. 
Dimana pada pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa "Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang. 
Selain itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang 
menjadikan dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan selain Undang-
Undang tersebut diatas, antara lain: 
1. Pengundangan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN pada 
19 Oktober 2004; 
2. Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 
007/PUUIII/2005 pada 31 Agustus 2005; 
                                                          
9 UU No 6 Tahun 1974 
10   Zaeni Asyhadie, 2013, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT 
Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 118-119 
7 
3. Pengundangan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS pada 
25 November 2011; 
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER-12/MEN/VI/2007; 
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi RI No. 20 
Tahun 2012. 
Rangkaian kronologis di atas terbagi atas dua kelompok peristiwa. 
Peristiwa pertama adalah pembentukan dasar hukum BPJS yang 
mencakup pengundangan UU SJSN, pembacaan putusan Mahkamah 
Konstitusi dan pengundangan UU BPJS. 
Peristiwa kedua adalah transformasi badan penyelenggara 
jaminan sosial dari badan hukum persero menjadi badan hukum publik 
(BPJS). Transformasi meliputi pembubaran PT Askes dan PT Jamsostek 
tanpa likuidasi dan diikuti dengan pengoperasian BPJS Kesehatan dan 
BPJS Ketenagakerjaan 
Selanjutnya diulas pembentukan dasar hukum BPJS secara 
kronologis waktu:  
1. 19 Oktober 2004 
UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (UU SJSN) diundangkan. UU SJSN memberi dasar hukum 
bagi PT Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero), PT Asabri 
(Persero) dan PT Askes Indonesia (Persero) sebagai Badan 
8 
Penyelenggara Jaminan Sosial.11 13 UU SJSN memerintahkan 
penyesuaian semua ketentuan yang mengatur keempat Persero 
tersebut dengan ketentuan UU SJSN. Masa peralihan berlangsung 
paling lama lima tahun, yang berakhir pada 19 Oktober 2009.12 
2. 31 Agustus 2005 
Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas 
perkara nomor 007/PUU-III/2005 kepada publik pada 31 Agustus 
2005. MK menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 
UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang menyatakan bahwa 
keempat Persero tersebut sebagai BPJS, dinyatakan bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
MK berpendapat bahwa Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 
UU SJSN menutup peluang Pemerintah Daerah untuk 
mengembangkan suatu sub sistem jaminan sosial nasional sesuai 
dengan kewenangan yang diturunkan dari ketentuan Pasal 18 ayat 
(2) dan ayat (5) UUD NRI 1945. Selanjutnya, MK berpendapat bahwa 
Pasal 52 ayat (2) UU SJSN tidak bertentangan dengan UUD NRI 
1945. Namun Pasal 52 ayat (2) hanya berfungsi untuk mengisi 
kekosongan hukum setelah dicabutnya Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan 
ayat (4) UU SJSN dan menjamin kepastian hukum karena belum ada 
                                                          
11 UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) dan (3) 
12 UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 52 ayat (1) dan (2) 
9 
BPJS yang memenuhi persyaratan agar UU SJSN dapat 
dilaksanakan. 
Dengan dicabutnya ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan 
ayat (4) UU SJSN dan hanya bertumpu pada Pasal 52 ayat (2) maka 
status hukum PT (Persero) JAMSOSTEK, PT (Persero) TASPEN, 
PT (Persero) ASABRI, dan PT ASKES Indonesia (Persero) dalam 
posisi transisi. Akibatnya, keempat Persero tersebut harus 
ditetapkan kembali sebagai BPJS dengan sebuah Undang- Undang 
sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU SJSN: “Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-
Undang”. Pembentukan BPJS ini dibatasi sebagai badan 
penyelenggara jaminan sosial nasional yang berada di tingkat pusat. 
3. 25 November 2015 
Pada 25 November 2011, Pemerintah mengundangkan UU 
BPJS. UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (UU BPJS) diundangkan sebagai pelaksanaan 
ketentuan UU SJSN Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005. 
UU BPJS membentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 
berkedudukan dan berkantor di ibu kota Negara RI. BPJS dapat 
mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di 
kabupaten/kota. UU BPJS membubarkan PT Askes (Persero) dan 
PT Jamsostek (Persero) tanpa melalui proses likuidasi, dan 
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dilanjutkan dengan mengubah kelembagaan Persero menjadi badan 
hukum publik – BPJS. Peserta, program, aset dan liabilitas, serta hak 
dan kewajiban PT Askes (Persero) dialihkan kepada BPJS Paham 
Kesehatan, dan dari PT Jamsostek (Persero) kepada BPJS 
Ketenagakerjaan. UU BPJS mengatur organ dan tata kelola BPJS. 
UU BPJS menetapkan modal awal BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan; masing-masing paling banyak 
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari 
APBN. Modal awal dari Pemerintah merupakan kekayaan Negara 
yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. UU BPJS 
menangguhkan pengalihan program-program yang diselenggarakan 
oleh PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) ke BPJS 
Ketenagakerjaan paling lambat hingga tahun 2029.13 
Sejarah terbentuknya PT. Jamsostek (Persero) mengalami proses 
yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang 
kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo 
PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha 
penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang 
pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang 
pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya 
UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis 
proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. 
                                                          
13 Asih Eka Putri, 2014, Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Friedrich-Ebert-
Stiftung, Jakarta, hal 10-13 
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Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik 
menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara 
penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah 
penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 
1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja 
(ASTEK) yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan 
BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 
tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. 
Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP 
No.36/1995 ditetapkannya PT.Jamsostek sebagai badan penyelenggara 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan 
perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga 
kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya 
arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau 
seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. 
Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan 
UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 
tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara 
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 
dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat 
memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih 
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berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas 
kerja.14 
Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang 
mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di 
Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang 
mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 
Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus 
berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011. 
Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, 
tanggal 1 Januri 2014 PT.Jamsostek akan berubah menjadi Badan 
Hukum Publik. PT.Jamsostek (Persero) yang bertransformsi menjadi 
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap 
dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga 
kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan 
Pensiun mulai 1 Juli 2015. 
Program JAMSOSTEK diselenggarakan untuk memberikan 
perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi    
tenaga kerjandan keluarganya, serta merupakan penghargaan kepada 
tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada 
perusahaan tempat mereka bekerja. jaminan sosial bagi pegawai negeri 
                                                          
14 Asri Wijayanti, 2009, Hukum Keteneagakerjaan Pasca Transformasi, Sinar Grafika, Jakarta, hal 
123 
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sipil adalah insentif yang bertujuan untuk meningkatkan kegairahan  
bekerja.15 
Adapun jenis – jenis program yang disediakan BPJS 
Ketenagakerjaan, Jaminan  Hari Tua (JHT) Program Jaminan Hari Tua 
merupakan program penghimpunan dana yang di tujukan sebagai 
simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama jika 
penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti 
meninggal dunia, cacat total tetap atau telah mencapai usia pensiun (56 
tahun), Manfaat Jaminan Hari Tua akan dibayarkan kepada peserta 
berdasarkan akumulasi dan hasil pengembangannya, jika peserta 
memenuhi persyaratan peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal 
dunia, cacat total tetap, yang dimaksud usia pensiun termasuk peserta 
yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan 
sedang tidak aktif bekerja dimanapun; atau peserta yang meninggalkan 
wilayah Indonesia untuk selamanya, manfaat Jaminan Hari Tua dapat 
diambil sebagian sebelum mencapai usia 56 tahun dengan ketentuan 
diambil maksimal 10% dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun, 
diambil maksimal 30% dari total saldo untuk uang perumahan. Jaminan 
Kecelakaan kerja, sebagai salah satu jenis resiko kerja, sangat mungkin 
terjadi di mana pun dan dalam bidang pekerjaan apapun.  
Memberikan rasa aman dalam melakukan pekerjaan merupakan 
tanggung jawab pengusaha melalui pengalihan resiko kepada BPJS 
                                                          
15 Penjelasan Umum alinea ke-2 No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
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Ketenagakerjaan dengan membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK) bagi tenaga kerjanya yang jumlahnya berkisar antara 0,24% - 
1,74% dari upah sebulan, sesuai kelompok resiko jenis usia, Manfaat 
Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi 
bagi tenaga kerja  yang mengalami kecelakaan pada saat mulai 
berangkat bekerja sampai tiba kembali di  rumah atau menderita penyakit 
yang berkaitan dengan pekerjaannya, iuran dibayarkan oleh pemberi 
kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada 
tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarannya dievaluasi paling lama 
2(tahun) sekali, untuk kecelakaan sebelum 1 Juli 2015, harus 
diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan 
manfaat, masa kadaluarsa klaim selama dua tahun terhitung dari tanggal 
kejadian kecelakaan, perusahaan harus tertib melaporkan baik secara 
lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada 
BPJS Ketenagakerjaan selambat lambatnya 2 kali 24 jam setelah 
kejadian kecelakaan, dan perusahaan segera menindaklanjuti laporan 
yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan 
kerja tahap 1 yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung. 
Jaminan Kematian (JK) diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja 
peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena 
kecelakaan kerja, JK diperlukan untuk membantu meringankan beban 
keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan, Program 
Jaminan Kematian ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga 
kerja seperti santunan kematian, Biaya Pemakaman, Santunan Berkala 
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dan beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang 
meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa 
iur paling singkat 5 (lima) tahun untuk setiap peserta.16 Jaminan Pensiun 
(JP) Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk 
mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau 
ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta 
memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal 
dunia, Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap 
bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat 
total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.17 
Peserta Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah 
membayar iuran, peserta merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi 
kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang 
terdiri dari pekerja pada perusahaan dan pekerja pada orang 
perseorangan 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/2015 Tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Penerima Manfaat Pensiun 
terdiri atas: a. Peserta; b. 1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Paling banyak 2 
(dua) orang Anak; atau d. 1 (satu) Orang Tua. Sementara Usia Pensiun, 
menurut PP ini, untuk pertama kali ditetapkan 56 (lima puluh enam) 
                                                          
16 Zaeni Asyhadie, Aspek – Aspek Hukum Tenaga Kerja di Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal 
179 
17 Tim Visi Yustisia, 2014, Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS, Visi Media, 
Jakarta Selatan, hlm 6 
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tahun. Namun mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57 (lima puluh 
tujuh) tahun. “Usia Pensiun sebagaimana dimaksud, selanjutnya 
bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai 
mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun,” bunyi Pasal 15 ayat 
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 itu. Adapun Manfaat 
Pensiun berupa: a. Pensiun hari tua; b. Pensiun cacat; c. Pensiun Janda 
atau Duda; d. Pensiun Anak; atau e. Pensiun Orang Tua. Manfaat 
Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan 
telah memiliki Masa Iur paling sedikit 15 tahun yang setara dengan 180 
bulan.  
Pembangunan dukungan publik diiringi dengan sosialisasi yang 
intensif    dan    menjangkau    segenap    lapisan    masyarakat.Sosialisasi 
diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya 
penyelenggaraan SJSN dan penataan kembali penyelenggaraan 
program jaminan sosial agar   sesuai   dengan   prinsip-prinsip   jaminan   
sosial   yang   universal, sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan UU 
SJSN. 
Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin 
mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi 
dengan judul, “Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Program Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan 
masalah yang timbul adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana layanan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
dari PT Jamsostek setelah bertransformasi menjadi Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan? 
2. Bagaimana akuntabilitas kinerja Badan Penyelenggara 
Kesehatan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan? 
C. Tujuan Penelitian 
           Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana layanan program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dari PT Jamsostek setelah bertransformasi 
menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan. 
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas kinerja Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Diharapkan dapat menjadi salah satu saran bagi pihak BPJS 
maupun pemerintah terkait agar lebih memperhatikan aspek jaminan 
sosial kepada para pekerja. 
2. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada 
masyarakat pada umum dan yang lainnya yang ingin memahami 
lebih mendalam tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial 
(BPJS). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  
A. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu 
program yang bila mengacu pada UU No.4 Tahun 2014 di selenggarakan 
oleh pemerintah yang bergerak di bidang jaminan sosial yang bertujuan 
untuk menjamin dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada 
masyarakat terkait dalam hal jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.  
1. Pengertian BPJS Kesehatan 
a. Merupakan program pemerintah yang menitikberatkan pada 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat 
b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan 
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan 
program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai 
opersional pada tanggal 1 Januari 2014. 
c. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan 
kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing 
yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan 
telah membayar iuran. Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat 
wajib. Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan 
Kesehatan lain 
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d. Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok, yaitu Penerima 
Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi 
fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana 
diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah 
sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI 
adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan 
diatur melalui peraturan pemerintah. Selain fakir miskin, yang 
berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya 
adalah yang  mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, 
dan Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri atas Pekerja 
penerima upah dan anggota keluarganya, Pekerja 
bukanpenerima upah dan anggota keluarganya dan Bukan 
pekerja dan anggota keluarganya. 
Sejarah BPJS Kesehatan memang tidak bisa terlepas dari 
kehadiran PT Askes (Persero), oleh karena ini merupakan cikal bakal dari 
terbentuknya BPJS Kesehatan.  Pada tahun 1968, Pemerintah Indonesia 
mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan 
kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) 
beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 
230 Tahun 1968. 
Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan 
Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana 
Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI 
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pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal-bakal 
Asuransi Kesehatan Nasional 
Kemudian pada tahun 1984 cakupan peserta badan tersebut 
diperluas dan dikelola secara profesional dengan menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan 
bagi Pegawai Negeri Sipil,Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat 
Negara) beserta anggota keluarganya 
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status 
badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada 
Bhakti. Badan ini terus mengalami transformasi yang dari tadinya Perum 
kemudian pada tahun 1992 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT 
Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, 
kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan 
pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. 
Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen 
Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 
1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, sebagai 
Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dalam 
Undang-Undang Nomor 24 tentang BPJS askes (Asuransi Kesehatan) 
yang sebelumnya dikelola oleh  PT Askes Indonesia (Persero), berubah 
menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. 
Ada 2 (dua) manfaat Jaminan Kesehatan, yakni berupa pelayanan 
kesehatan dan Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. 
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Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan 
dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. 
Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan 
meliputi : 
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan 
kesehatan non spesialistik mencakup: 
 Administrasi pelayanan; 
 Pelayanan promotif dan preventif; 
 Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis; 
 Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non 
operatif; 
 Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 
 Transfusi darah sesuai kebutuhan medis; 
 Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat 
pertama; 
b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu 
pelayanan kesehatan mencakup 
 Rawat jalan, meliputi: 
o Administrasi pelayanan; 
o Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik 
oleh dokter  spesialis dan sub spesialis; 
o Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi 
medis; 
o Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 
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o Pelayanan alat kesehatan implant; 
o Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai 
dengan indikasi  medis; 
o Rehabilitasi medis; 
o Pelayanan darah; 
o Peayanan kedokteran forensic; 
o Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan; 
 Rawat Inap, meliputi: 
o Perawatan inap non intensif; 
o Perawatan inap di ruang intensif; 
o Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh 
Menteri. 
2. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan 
a. Merupakan program pemerintah yang menitikberatkan pada 
pelayanan jaminan sosial terkhusus kepada tenaga kerja atau 
pegawai baik pegawai negeri maupun swasta. 
b. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang 
bertanggungjawab kepada Presiden dimana BPJS 
Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh 
pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang 
asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. 
Perlindungan yang diberikan berupa : Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK),  Jaminan Kematian (JK),  Jaminan Hari Tua (JHT) dan 
Jaminan Pensiun (JP). 
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c. Khusus pada jaminan Pensiun (JP) baru berlaku mulai Juli 2015. 
d. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan 
adalah pengganti PT. Jamsostek 
e. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah program 
SJSN yang dikhususkan untuk pelayanan bagi tenaga kerja atau 
karyawan dalam bentuk jaminan asuransi hari tua. Jadi intinya 
BPJS (Badan Penyelengaraan Jaminan    Sosial) 
Ketenagakerjaan fokus untuk jaminan pensiunan  bagi  para 
pekerja atau karyawan. 
f. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan 
adalah program khusus untuk tenaga kerja atau pegawai,baik 
pegawai negeri maupun swasta. 
Dengan pengertian diatas kita bisa menyimpulkan bahwa BPJS 
(Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan bisa dibilang 
asuransi hari tua bagi pekerja atau pegawai negeri maupun swasta atau 
pemegang kartu jamsostek yang lama. 
Ada beberapa teori yang menjelasakan mengenai hal terkait 
asuransi, salah satunya adalah teori pertanggungan atau teori asuransi, 
Dalam suatu perjanjian asuransi dapat dikatakan bahwa kepentingan 
pada suatu kejadian dari semula sudah pada suatu pihak. Misalnya 
seorang pekerja tentu dari awal tidak menghendeaki agar terjadi 
kecelakaan pada saat kerja pada dirinya. Justru karena hal tersebut lah 
yang mendorong orng tersebut untuk mengadakan suatu perjanjian 
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asuransi. Adanya sebuah resiko yang mungkin dihadapi orang tersebut 
yang menjadi faktornpendorong ia melakukan perjanjian asuransi. 
Menurut undang-undang no.2 tahun 1992, suatu asuransi adalah 
suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menerima suatu 
premi, menyanggupi kepada orang lain yang yang ditanggung untuk 
memberikan penggantian suatu kerugian atau kehilangan keuntungan 
yang mungkin akan diderita oleh orang yang ditanggung itu sebagai 
akibat suatu kejadian tidak tentu. 
Jika kerugian ditimbulkan dengan sengaja atau karena kesalahan 
orang yang ditanggung sendiri, maka pihak yang menanggung idaj 
mengganti kerugian itu. Premi yang telah dibayar tetap menjadi milik 
penanggung dan ika premi belum dibayar dapat ditagih mana kala pihak 
penanggung sudah mulai meangung resiko. 
Prof. Emi pangaribuan menjabarkan lebih lanjut bahwa perjanjian 
asuransi atau pertanggungan mempunyai sifat sebagai berikut: 
1. Perjanjian asurans/pertanggungan pada asasnya adalah 
suatu perjanjian pergantian kerugian. Penanggung 
mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak 
tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah 
seimbang dengan yang benar-benar diderita (prinsip 
indemnitas). 
2. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban 
mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau 
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peristiwa yang tidak tentu atas mana dipertanggungkan itu 
terjadi. 
3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban 
penanggung membayar ganti rugi dihadapkan dengan 
kewajiban tertanggung membayar premi. 
4. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa 
yang tidak tertentu atas mana diadakannya pertanggungan. 
Sebelum menjadi BPJS, transformasi PT.JAMSOSTEK dilakukan  
dalam dua tahap.Tahap pertama adalah masa peralihan PT. 
JAMSOSTEK (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung 
selama 2 tahun, mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 
2013.  Tahap pertama diakhiri dengan pendirian BPJS Ketenagakerjaan 
pada 1 Januari  2014. 
Tahap  kedua,  adalah  tahap  penyiapan  operasionalisasi  BPJS 
Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan 
kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai 
dengan ketentuan UU SJSN. 
Persiapan tahap kedua berlangsung selambat-lambatnya hingga 
30 Juni 2015 dan diakhiri dengan  beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan 
untuk   penyelenggaraan   keempat   program   tersebut   sesuai   dengan 
ketentuan UU SJSN selambatnya pada 1 Juli 2015. 
Selama   masa   persiapan,   Dewan   Komisaris   dan   Direksi   
PT Jamsostek (Persero) ditugasi untuk menyiapkan: 
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1. Pengalihan program jaminan kesehatan Jamsostek kepada 
BPJS Kesehatan 
2. Pengalihan asset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban 
program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek 
(Persero) ke BPJS Kesehatan. 
3. Penyiapan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan berupa 
pembangunan sistem dan prosedur bagi penyelenggaraan 
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan 
pensiun dan jaminan kematian, serta sosialisasi program 
kepada publik. 
4. Pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan 
kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. 
Penyiapan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan 
kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan mencakup 
penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas : 
1. Laporan keuangan penutup PT Askes(Persero); 
2. Laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kesehatan; 
3. Laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan 
kesehatan. 
Seperti halnya pembubaran PT ASKES (Persero),  pada 1 Januari 
2014 PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan PT 
Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.  
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan 
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Penyelenggara Program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  (JAMSOSTEK)  
dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT 
Jamsostek (Persero) menjadi asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban 
hukum BPJS Ketenagakerjaan.  Semua pegawai PT Jamsostek 
(Persero) menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan. 
Pada    saat    pembubaran,    Menteri    BUMN    selaku    RUPS  
mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero)  
setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik.  Menteri Keuangan  
mengesahkan     posissi     laporan     keuangan     pembukaan     BPJS 
Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan 
ketenagakerjaan. 
Sejak 1 Januari 2014 hingga selambat-lambatnya 30 Juni 2015, 
BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan tiga program 
yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), yaitu 
program jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua  dan  jaminan  
kematian, termasuk  menerima  peserta  baru. Penyelenggaraan  ketiga 
program tersebut oleh BPJS Ketenagakerjaan masih berpedoman pada 
ketentuan Pasal 8  sampai  dengan  Pasal 15  UU  No.  3   Tahun  1992  
tentang Jamsostek. 
Selambat-lambatnya  pada 1  Juli 2015,  BPJS  Ketenagakerjaan 
beroperasi  sesuai  dengan  ketentuan  UU  SJSN. Seluruh  pasal  UU 
Jamsostek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BPJS Ketenagakerjaan 
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, 
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jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan UU 
SJSN untuk seluruh pekerja kecuali Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI 
dan POLRI. 
Untuk pertama kali, Presiden mengangkat Dewan Komisaris dan 
Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi aggota Dewan Pengawas dan 
anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 
2 tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi.[19]  Ketentuan 
ini berpotensi  menimbulkan  kekosongan  pimpinan  dan  pengawas  
BPJS Ketenagakerjaan   di    masa   transisi,   mulai   saat   pembubaran   
PT JAMSOSTEK   pada 1   Januari 2014   hingga   beroperasinya   BPJS 
Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015. 
Telah enam berlalu sejak pengundangan UU BPJS, belum 
satupun peraturan pelaksanaan UU BPJS selesai diundangkan.Terdapat 
duapuluh satu pasal UU BPJS mendelegasikan pengaturan teknis 
operasional ke peraturan dibawah undang-undang.Delapan pasal   
mendelegasikan peraturan pelaksanaan ke dalam Peraturan 
Pemerintah.Delapan pasal mendelegasikan ke dalam Peraturan      
Presiden.Satu pasal mendelegasikan ke Keputusan Presiden.Satu pasal 
mendelegasikan ke Peraturan BPJS.Dua pasal mendelegasikan ke 
Peraturan Direktur dan 1 pasal mendelegasikan ke Peraturan Dewan 
Pengawas. 
Delapan pasal mendelegasikan ke dalam Peraturan Pemerintah 
untuk mengatur hal-hal di bawah ini: 
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1. Tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi 
kerja selain   penyelenggara   Negara   dan   setiap   orang   
yang   tidak mendaftarkan diri kepada BPJS; pendelegasian 
dari pasal 17 ayat (5). 
2. Besaran   dan   tata   cara   pembayaran   iuran   program   
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun 
dan jaminan kematian; pendelegasian dari pasal 19 ayat (5) 
huruf b. 
3. Sumber aset BPJS dan penggunaannya; pendelegasian dari 
pasal 41 ayat (3). 
4. Sumber asset dana jaminan sosial dan penggunaannya 
pendelegasian dari pasal 43 ayat (3). 
5. Presentase  dana  operasional  BPJS  dari  iuran  yang  
diterima dan/atau dari dana hasil pengembangan; 
pendelegasian dari pasal 45 ayat (2). 
6. Tata cara hubungan BPJS dengan lembaga-lembaga di dalam 
negeri dan di luar negeri, serta bertindak mewakili Negara RI 
sebagai anggota organisasi/lembaga internasional; 
pendelegasian dari pasal 51 ayat (4). 
7. Tatacara pengenaan sanksi administratif kepada anggota 
Dewan Pengawas   atau   anggota   Direksi   yang   melanggar   
ketentuan larangan; pendelegasian dari pasal 53 ayat (4). 
8. Tata    cara    pengalihan    program    Asuransi    Sosial    
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program 
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pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan 
pengalihan program tabungan hari tua dan program 
pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS 
Ketenagakerjaan; pendelegasian dari pasal 66. 
Delapan   pasal   mendelegasikan   ke   Peraturan   Presiden   
untuk mengatur hal-hal di bawah ini: 
1. Tata cara penahapan kepesertaan wajib bagi Pemberi Kerja 
untuk mendaftarkan  dirinya  dan  Pekerjanya  sebagai  Peserta  
kepada BPJS   sesuai   dengan   program   Jaminan   Sosial   
yang   diikuti; pendelegasian dari pasal 15 ayat (3) 
2. Besaran dan tatancara pembayaran  Iuran program jaminan 
kesehatan; pendelegasian dari pasal 19 ayat (5) huruf a 
3. Tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan 
Direksi; pendelegasian dari pasal 31. 
4. Tata  cara  pemilihan  dan  penetapan  calon  anggota  
pengganti antarwaktu; pendelegasian dari pasal 36 ayat (5). 
5. Bentuk dan isi laporan pengelolaan program; pendelegasian 
dari pasal 37 ayat (7). 
6. Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif 
bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; 
pendelegasian dari pasal 44 ayat (8). 
7. Daftar pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan 
kegiatan operasionalKementerian Pertahanan, TNI dan POLRI 
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dan tidak dialihkan kepada BPJS Kesehatan; pendelegasian 
dari pasal 57 huruf c dan pasal 60 ayat (2) huruf b 
Satu   pasal   mendelegasikan   ke   keputusan   Presiden   untuk 
menetapkan keanggotaan panitia seleksi untuk memilih dan menetapkan 
anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; pendelegasian dari 
pasal 28 ayat (3). 
Satu pasal mendelegasikan ke Peraturan BPJS untuk mengatur 
pembentukan unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan Peserta 
serta tatakelolanya;  pendelegasian dari pasal 48 ayat (3). 
Dua pasal mendelegasikan ke Peraturan Direktur untuk mengatur: 
1. Tata  cara  pelaksanaan  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  
Direksi; pendelegasian dari pasal 24 ayat (4). 
2. Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif 
bagi karyawan BPJS; pendelegasian dari pasal 44 ayat (7). 
Satu pasal mendelegasikan ke Peraturan Dewan Pengawas untuk  
mengatur tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan  
Pengawas. 
Dalam   pelaksanaanya,   BPJS   Ketenagakerjaan   diatur   dalam 
Undang-undang yaitu: 
1. UU RI NO. 3 TAHUN 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 
2. Penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008; 
3. UU RI NO. 19 TAHUN 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 
4. UU  RI  NO.  40  TAHUN  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial 
Nasional; 
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5. UU RI NO.24 TAHUN 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Tenaga Kerja. 
Dengan telah disahkan dan diundangkannya UU No. 24 Tahun 
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), pada 
tanggal 25 November 2011, maka PT Askes (Persero) dan PT (Persero) 
Jamsostek ditranformasi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan. Transformasi tersebut meliputi perubahan sifat, organ 
dan prinsip pengelolaan, atau dengan kata lain berkaitan dengan 
perubahan stuktur dan budaya organisasi. 
UU BPJS menentukan bahwa PT Askes (Persero) dinyatakan 
bubar tanpa likuidasi pada saat mulai beroperasinya BPJS Kesehatan 
pada tanggal 1 Januari 2014. Sedangkan PT (Persero) Jamsostek 
dinyatakan bubar tanpa likuidasi pada saat berubah menjadi BPJS 
Ketenagakerjaan, pada tanggal 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan 
menurut UU BPJS mulai beroperasi selambatnya tanggal 1 Juli 2015 
menyelenggarakan prorgam jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, 
jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi peserta, selain peserta 
program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT (Persero) 
Asabri, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 samapai dengan Pasal 46 UU 
No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 
Tranformasi PT Askes (Persero) dan PT (Persero) Jamsostek 
menjadi badan hukum publik BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan diantarkan oleh masing-masing Dewan Komisaris dan 
Direksi PT Askes (Persero) sampai dengan mulai beroperasinya BPJS 
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Kesehatan dan oleh PT (Persero) Jamsostek sampai dengan 
berubahnya PT (Persero) Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. 
Transformasi Sifat, Transformasi dari PT (Persero) menjadi badan 
hukum publik sangat mendasar, karena menyangkut perubahan sifat dari 
pro laba melayani pemegang saham menuju nir laba melayani 
kepentingan publik yang lebih luas untuk melaksanakan misi yang 
ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan 
pelaksanaannya. Dengan kata lain BPJS pada dasarnya 
menyelenggarakan program yang merupakan program Negara yang 
bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
menyatakan bahwa jaminan sosial termasuk salah satu pelayanan yang 
termasuk dalam pelayanan publik. Sehubungan dengan itu, dalam 
penyelenggaraannya berpedoman pada asas-asas kepentingan umum, 
kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, 
keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, 
keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 
rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan 
keterjangkauan. 
Selain itu secara khusus BPJS menyelenggarakan SJSN, 
menurut Pasal 2 UU BPJS berdasarkan asas kemanusiaan yang terkait 
dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Manfaat yaitu asas 
yang bersifat operasional yang menggambarkan pengelolaan yang 
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efisien dan efektif, sedangkan asas yang bersifat idiil yaitu keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Sebagai badan hukum publik pembentukan BPJS berdasarkan 
UU BPJS. Fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajibannya juga diatur 
dalam UU BPJS. UU BPJS menentukan bahwa BPJS bertanggung 
jawab kepada Presiden. Hal ini berbeda dengan Direksi PT (Persero) 
yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS). 
Transformasi organ dan prinsip pengelolaan, Organ BPJS 
menurut UU BPJS sangat berbeda jika dibandingkan dengan PT 
(Persero) yang tunduk kepada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN 
dan peraturan pelaksanaannya, serta tunduk juga pada UU No. 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas. 
Organ BPJS ditentukan dalam UU BPJS. Terdiri atas Dewan 
Pengawas dan Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, serta 
mekanisme seleksinya ditentukan dalam UU BPJS. Sedangkan organ PT 
(Persero) terdiri atas Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas yang di 
angkat dan diberhentikan oleh RUPS yang mekanisme seleksinya 
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. 
Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi BPJS diatur 
dalam UU BPJS, sedangkan tugas dan wewenang Direksi, Komisaris 
dan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah. Prinsip 
pengelolaan BPJS dilaksanakan berdasarkan 9 prinsip penyelenggaraan 
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jaminan sosial, yaitu kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-
hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana 
amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan 
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar 
kepentingan peserta. Sedangkan pengelolaan PT (persero) mengikuti 
prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas yang pada intinya 
memaksimalkan kembalian (return) bagi pemegang saham. 
PT Askes (Persero) dan PT (Persero) Jamsostek dari sekarang 
harus mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan struktural, 
mekanisme kerja dan perubahan kultur organisasi masing-masing, 
secara terarah dan terencana, agar target waktu yang ditentukan dalam 
UU BPJS dapat dipenuhi. 
Dengan beroperasinya BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan diharapkan cakupan semesta kepesertaan jaminan 
sosial dan pemberian manfaat yang lebih baik kepada peserta dan 
anggota keluarganya dapat diwujudkan dalam rangka memenuhi hak 
konstitusional penduduk atas jaminan sosial. 
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B. Perbedaan PT. Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan 
1. Perbedaan antara PT. Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan 
disajikan pada tabel berikut : 
Tabel 2.1 Perbedaan PT.Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan 
No. PT. Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan 
1. 
Berbentuk Perseroan Terbatas 
(PT) 
Berbentuk Badan Hukum Publik 
2. 
Bertanggung jawab kepada 
Mentri BUMN 
Bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden 
3. Kartu Kepesertaan Jamsostek 
Kartu Kepesertaan berdasarkan 
berdasarkan nomor identitas NIK 
4. 
Peserta Non – Aktif klaim 
minimal kepesertaan 5 Tahun 
Peserta Non – Aktif boleh klaim 
minimal Kepesertaan 10 Tahun 
5. 
Sanksi hanya untuk 
keterlambatan pembayaran 
iuran 
Ada sanksi administrasi bila tidak 
mengikuti program jaminan sosial 
berupa teguran tertulis, denda dan 
tidak mendapat pelayanan publik 
6. 
Denda maksimal 
Rp.50.000.000,- atau kurungan 
6 (enam) Bulan 
- 
           Sumber : Website BPJS Ketenagakerjaan 
2. Perbedaan Kepesertaan antara PT. Jamsostek dan BPJS 
Ketenagakerjaan disajikan pada tabel berikut : 
Tabel 2.2 Perbedaan Kepesertaan PT.Jamsostek dan BPJS 
Ketenagakerjaan 
No PT. Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan 
1. 
Pengusaha yang 
memperkerjakan tenaga kerja 
minimal 10 orang atau 
membayar upah minimal 
Rp.1000.000,-  
Setiap orang (pemberi kerja dan 
pekerjanya) termasuk orang asing 
yang paling singkat 6 bulan  bekerja 
di indonesia 
2.  
Hanya pekerja sektor formal 
BPJS 
Pekerja sektor formal seperti PNS, 
Guru dll, maupun sektor informal 
seperti tukang sapu, Ojek dll 
Sumber : Website BPJS Ketenagakerjaan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian yang di 
maksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) 
karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab 
permasalahan tertentu.18 
Dengan demikian, setiap penelitian (research) berangkat dari 
ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya dari 
keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk 
sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).19 
Berdasarkan judul dari proposal ini, maka penulis melakukan 
metode penelitian dengan beberapa bentuk. 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian merupaka suatu wilayah dimana penelitian 
berdasarkan judul proposal akan dilakukan. Bertitik tolak pada judul yang 
diangkat oleh penulis, yaitu : “Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan BPJS 
Ketenagakerjaan” maka lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat 
di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di BPJS Ketengakerjaan 
kantor cabang Makassar dengan pertimbangan bahwa lokasi ini relevan 
untuk memperoleh data dengan melakukan penelitian untuk menjawab 
rumusan masalah yang diteliti oleh penulis. 
                                                          
18 Amiruddin, Zainal Askin, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Pers, depok, hlm 19.  
19 ibid 
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B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat 
atau yang membuat orang taat pada hukum, dalam hal ini peraturan 
perundang-undangan yang relevan. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang 
tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer 
bias berupa literature maupun pendapat dari pakar, praktisi hukum. 
Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder oleh penulis adalah 
doktrin-doktrin yang ada di dalam buku dan jurnal hukum. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Yaitu bahan hukum yang menjelelaskan bahan hukum yang 
menjelaskan bahan hokum sekunder yang meberikan 
pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, yang 
dipergunakan adalah kamus hukum. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpilan data yang dilakukan oleh penulis guna 
mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier, metode penelitian kepustakaan (Library   
Research) dan metode penelitian lapangan (Field Research). 
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i. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Yaitu metode penelitian dengan melakukan pengumpulan 
data pustaka atau bahan bacaan yang relevan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
ii. Penelitian Lapangan (Field Research)  
Yaitu penelitian yang dilakukan dimana penulis akan terjun 
langsung ke lapangan. Berdasarkan judul proposal ini maka 
penulis akan melakukan kegiatan observasi atau pengamatan 
guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer 
maupun sekunder, wawancara kepada kepala BPJS 
Ketenagakerjaan, anggota BPJS Ketenagakerjaan dan pihak-
pihak terkait lainnya. 
 
D. Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis 
atau diolah secara kualitatif, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier. Semua bahan hukum tersebut akan 
diolah dan disajikan secara deskriptif-kualitatif yaitu dengan 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta 
penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Sehingga 
hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan 
gambaran secara jelas. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
 
A. Pelaksanaan Pelayanan Program JKK (Jaminan Kecelakaan 
Kerja) dari PT. Jamsostek Setelah Bertransformasi Menjadi 
BPJS Ketenagakerjaan 
Terkait mengenai pelaksanaan peralihan kelembagaan, BPJS 
Ketenagakerjaan akan menjadi badan hukum publik, bukan lagi 
persero/BUMN yang mencari laba, sehingga harus beroperasi dengan 
dasar nirlaba dan untuk kepentingan pesertanya. Perubahan ini juga 
menuntuk operasi yang lebih transparan dan informasi publik yang lebih 
terbuka. Garis pelaporan BPJS Ketenagakerjaan juga berubah. BPJS 
selanjutnya akan melapor kepada Presiden, bukan lagi kepada 
Kementerian BUMN. BPJS wajib menyerahkan laporan enam-bulanan 
dan laporan tahunan kepada Presiden. Untuk memenuhi tanggung jawab 
ini, BPJS perlu mengembangkan mekanisme pelaporan dan 
pengungkapan yang baru. 
Dewan Komisaris dan Dewan Direktur BPJS Ketenagakerjaan 
akan ditetapkan oleh Presiden dan DPR, bukan lagi oleh Kementerian 
BUMN. Terdapat proses dan kriteria seleksi yang berbeda-beda untuk 
masing-masing penetapan.  
Secara internal, BPJS akan diawasi oleh Dewan Komisarisdan 
bagian audit internal, dan secara eksternal akan diawasioleh Dewan 
Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 
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baru dibentuk, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan lagi oleh 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Format pelaporan yang 
berbeda-beda mungkin perlu dikembangkan demi memenuhi kebutuhan 
masing-masing badan pengawas. 
Tabel 4.1 Perbedaan Kelembagaan PT.Jamsostek Pasca 
Bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan  
No. Aspek Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan 
1. Status Hukum Persero Badan Hukum Publik 
2. Jenis Hukum Untuk Laba Nirlaba 
3. Garis Pelaporan Kementrian BUMN 
Presiden dengan 
tembusan kepada DJSN 
4. 
Penetapan direksi 
dan komisaris 
Ditetapkan oleh Kementrian 
BUMN 
Ditetapkan oleh 
presiden 
5. Badan Pengawas 
Pengawasan teknis oleh 
kementrian BUMN 
DJSN, OJK, dan PJK 
6. 
Penegakan 
Kepatuhan dan Iuran 
Kementrian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 
BPJS 
7. 
Iuran dan Hasil 
Investasi 
Bagian dari aset dan 
kewajiban Jamsostek 
Dipegang Badan Hukum 
terpisah. Aset dipegang 
Bank Kustodian milik 
Pemerintah 
Sumber : Kantor BPJS Ketenagakerjaan Makassar 
Transformasi dari PT. Jamsostek  menjadi BPJS Ketenagakerjaan 
per- 1 Januari 2014, Pemerintah mengubah PT. Jamsostek (Persero) 
menjadi BPJS Ketenagakerjaan atas perintah UU BPJS (Pasal 62 ayat 
(1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2011). Pada saat PT Jamsostek berubah 
menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014, terjadi 
serangkaian peristiwa sebagai berikut: 
1. PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi. 
2. Semua asetdan liabilitas, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek 
(Persero) dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. 
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3. Semua pegawai PT Jamsostek (Persero) menjadi pegawai BPJS 
Ketenagakerjaan. 
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum 
Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup 
PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan 
publik. 
5. Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka 
BPJS Jamsostek dan laporan posisi keuangan pembuka Dana 
Jaminan Ketenagakerjaan. 
6. BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan program 
jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian dan program 
jaminan hari tua yang selama ini telah diselenggarakan oleh PT 
Jamsostek, termasuk menerima peserta baru sampai dengan 30 
Juni 2015. 
1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program 
jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian dan program 
jaminan hari tua dan program jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan 
UU SJSN bagi peserta selain peserta program yang dikelola oleh PT 
Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero). 
Pembubaran PT ASKES (Persero),  pada 1 Januari  2014 PT 
Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan  PT 
Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. 
Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan 
Penyelenggara Program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  (JAMSOSTEK)  
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dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  Semua pegawai PT 
Jamsostek (Persero) menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan. 
Sejak 1 Januari 2014 hingga selambat-lambatnya 30 Juni 2015, 
BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan tiga program 
yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), yaitu 
program jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua  dan  jaminan  
kematian, termasuk  menerima  peserta  baru.   Penyelenggaraan  ketiga  
program tersebut oleh BPJS Ketenagakerjaan masih berpedoman pada 
ketentuan Pasal 8  sampai  dengan  Pasal 15  UU  No.  3   Tahun  1992  
tentang Jamsostek. 
Pada    saat    pembubaran,    Menteri    BUMN    selaku    RUPS 
mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) 
setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik.  Menteri Keuangan 
mengesahkan posissi laporan keuangan pembukaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembukaan dana 
jaminan ketenagakerjaan. 
Untuk pertama kali, Presiden mengangkat Dewan Komisaris dan 
Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi anggota Dewan Pengawas dan 
anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 
2 tahun  sejak  BPJS  Ketenagakerjaan  mulai  beroperasi. 
Ketentuan ini berpotensi  menimbulkan  kekosongan  pimpinan  
dan  pengawas  BPJS Ketenagakerjaan   di    masa   transisi,   mulai   
saat   pembubaran PT. JAMSOSTEK pada 1 Januari 2014 hingga   
beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015. 
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Terkait dengan layanan program Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK), baik pelayanan serta programnya banyak terjadi peningkatkan 
pasca bertransformasi dari jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, 
bila dibandingkan secara singkat ada beberapa perbedaan dari segi 
program dan layanan. 
Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut : 
Tabel 4.2 Jenis Peningkatan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Pasca 
Bertransformasi 
No. Aspek PT. Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan 
1. Keanggotaan 
Hanya mendukung 
pekerja sektor formal 
Mendukung pekerja baik 
sektor formal maupun 
informal 
2. Iuran 
Rp.750.000,00 -  
Rp.2.000.00,00 
Rp.1.000.000,00 - 
Rp.2.500.000,00  
3. Program - 
Adanya program Return to 
Work 
4. Manfaat 
 Biaya 
perawatan/pengobatan 
maksimal 20 Juta 
rupiah 
 Biaya penggantian 
gigi maksmia 2 Juta 
 Biaya 
perawatan/pengobatan 
ditanggung sampai 
sembuh 
 Biaya Penggantian gigi 
maksmial 3 Juta 
Sumber : Wawancara dengan kepala BPJS Ketenagakerjaan kantor 
cabang Makassar 
Program Return to Work merupakan salah satu program dari 
layanan Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan yang baru 
diperkenalkan pasca bertransformasinya dari PT. Jamsostek. Program 
Return to Work merupakan program dimana ketika seorang mengalami 
cacat fisik saat kecelakaan kerja, peserta akan mendapatkan pelatihan 
kerja agar bisa bekerja kembali selain mendapatkan santunan uang Rp 
20 juta. 
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Mengenai kepesertaan dan program, Status kepesertaan dari 
program Jamsostek setelah PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS 
Ketenagakerjaan bagi perusahaan dan pekerja mandiri yang sudah 
menjadi peserta program Jamsostek untuk program JHT, JKK dan JK, 
kepesertaannya tidak mengalami perubahan dan tidak perlu melakukan 
registrasi ulang. Bagi perusahaan dan pekerja mandiri yang menjadi 
peserta program JPK perlu melakukan pendaftaran ulang ke BPJS 
Kesehatan (dulunya PT Askes). Setiap warga negara Indonesia dan 
warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam 
bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS “Setiap 
orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan 
di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.”20 
Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai 
anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada 
perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada 
BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan 
kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung 
pemerintah melalui Program Bantuan Iuran. 
Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor 
formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi 
anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan 
membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan. 
                                                          
20 Pasal 14 UU BPJS 
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Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai 
secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga 
Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Menteri 
Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan 
untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan 
upaya efisiensi. 
Jamsostek sebelumnya hanya menawarkan program jaminan 
hanya kepada pekerja sektor formal, sementara BPJS Ketenagakerjaan 
saat ini menyediakan program ketenagakerjaan SJSN secara nasional. 
BPJS Ketenagakerjaan akan mencakup keseluruhan angkatan kerja 
Indonesia yang jumlahnya sekitar 110 juta pekerja, yang terdiri atas 40 
juta pekerja penerima upah dan 70 pekerja bukan penerima upah. Tidak 
seperti Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan akan bertanggung jawab 
menegakkan partisipasi pekerja dari semua segmen pasar tenaga kerja 
(termasuk pekerja informal). BPJS juga perlu menginformasikan kepada 
masyarakat mengenai hak dan kewajiban peserta, tujuan dan sasaran 
program-programnya, prosedur dalam program ketenagakerjaan SJSN, 
serta operasi BPJS Ketenagakerjaan. Kerja sama dengan kementerian 
dan/atau organisasi terkait juga perlu dikaji untuk memastikan bahwa 
BPJS memenuhi tanggung jawabnya memastikan partisipasi seluruh 
angkatan kerja dalam program ketenagakerjaan SJSN. 
Program ketenagakerjaan SJSN yang bersifat nasional akan 
berbeda dengan program saat ini dari segi rancangan dan cakupan. 
Program jaminan kesehatan yang saat ini dikelola oleh Jamsostek akan 
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dialihkan ke BPJS Kesehatan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2014, 
sedangkan program lainnya (jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, 
dan jaminan kematian) ditambah dengan satu program baru berupa 
program pensiun manfaat pasti, akan dikelola dan diselenggarakan oleh 
BPJS Ketenagakerjaan. BPJS juga memerlukan kapasitas untuk 
menyesuaikan manfaat bagi pembuatan indeks tahunan dan untuk 
menghentikan pembayaran manfaat ketika penerimanya tidak lagi 
berhak. 
B. Akuntabilitas Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dari suatu instansi 
terkait kesejahtraan pengguna jasanya adalah mengenai aspek 
pelayanan atau akuntabilitasnya, apakah sudah akuntabel iuran 
perbulan dan jasa atau pelayanan yang telah diberikan oleh instansi 
tersebut. 
Berdasarkan temuan di lokasi penelitian, penulis menemukan 
bahwa visi dari program BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri adalah 
“menjadi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) berkelas dunia, 
terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan.” 
Dan misi “sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja 
yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta mitra 
terpercaya bagi tenaga kerja, pengusaha dan negara.” 
Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber, 
penulis menemukan bahwa pengguna jasa dari jaminan sosial ini tidak 
hanya berasal dari kalangan sektor formal, namun juga sektor informal, 
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dan setelah melakukan kegiatan wawancara terkait alasan mereka 
menggunakan jasa ini dikarenakan banyaknya manfaat yang bisa 
didapatkan dengan biaya yang cukup rendah. Berdasarkan lima dari 
tujuh koresponden yang penulis wawancarai terkait akuntabilitas antara 
iuran dan pelayanan/manfaat yang diberikan mengaku cukup puas 
dengan yang diperoleh, sedangkan sisanya mengaku pelayanannya 
agak berbelit – belit dan kualitas layanan yang diberikan terkesan 
seadanya, kurang memadai/maksimal dan terkesan ada diskriminasi 
antara pasien normal dan pasien dari pengguna BPJS Ketenagakerjaan, 
ini menandakan bahwa BPJS kurang melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan dengannya. 
Berdasarkan hasil wawancara dari kepala bidang pelayanan 
BPJS Ketenagakerjaan, yang menjadi daya tarik utama pada jaminan 
sosial yang diberikan oleh BPJS Ketengakerjaan adalah biaya yang 
sangat rendah, iuran pekerja yang ditarik rata – rata mencapai 9,24% - 
10,98% tapi, yang dipotong dari gaji peserta hanya 3% saja. Sisanya 
ditanggung perusahaan pemberi kerja.  
Ada perbedaan iuran antara sesama peserta, terutama yang 
tergantung pada risiko di tempat kerja. Iuran ini untuk Jaminan Kecelakan 
Kerja (JKK), yang besarnya antara 0,24-1,74%. Sebagai contoh bekerja 
ditambang pastinya risiko lebih besar dibanding pekerja kantoran. Untuk 
iuran yang ditarik dari seorang pekerja kantoran, dapat diasumsikan 
jumlah bulanannya sebesar 9,24% dengan rincian 5,7% Jaminan Hari 
Tua, Jaminan Kematian 0,3%, Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24%, dan 
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Jaminan Pensiun 3%. Sementara bagi pekerja tak tetap, penarikan iuran 
dilakukan secara putus nyambung sehingga pemotongan gaji untuk iuran 
tidak dilakukan rutin setiap bulan. 
Secara singkat akuntabilitas kinerja BPJS Ketenagakerjaan di 
Kota Makassar berdasarkan hasil observasi penulis dapat dilihat dilihat 
pada tabel berikut : 
Tabel 4.3 Akuntabilitas Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan 
INDIKATOR SEHARUSNYA PELAKSANAAN 
Acuan Pelayanan 
 Peraturan Menteri Keten 
agakerjaan Republik Ind 
onesia Nomor 11 Tahun 
2016 Tentang Pelayanan 
Kesehatan dan Besaran 
Tarif dalam Penyelengga 
raan Program Jaminan  
Kecelakaan Kerja (JKK) 
Pasal 7 Ayat 1, 2 dan 3 
 
 
 
 
 
 
 
 Prosedur Standar Opera 
sional BPJS Ketenagake 
rjaan 
 
 Ayat (1) “BPJS Ketenag 
akerjaan Berperan aktif 
melakukan pengendali 
an mutu dan pengendali 
an biaya pelayanan kes 
ehatan yang diberikan ol 
eh fasilita pelayanan 
kesehatan” 
 Ayat (2) “BPJS 
Ketenagakerjaan mela 
kukan monitoring dan 
evaluasi terhadap 
fasilitas pelayanan 
kesehatan yang bekerja 
sama dengan BPJS 
ketena gakerjaan” 
 Pelaksanaan kegiatan Ti 
mkor perlu dipantau, di 
evaluasi, dan dimodifika 
si secara reguler, period 
ik, dan berkelanjutan. Ol 
eh karena itu, perlu dibu 
at secara jelas program, 
aktivitas, strategi, tujuan, 
keluaran, hasil, dan man 
faat yang diinginkan .Per 
lu dibedakan antara men 
gukur keluaran komunik 
asi publik, yang biasany  
berjangka pendek. 
 
Beberapa responden yang 
di wawancarai mengaku 
pelayanannya agak ber 
belit–belit dan kualitas 
layanan yang diberikan 
terkesan seadanya, kurang 
memadai/maksimal dan 
terkesan ada diskriminasi 
antara pasien normal dan 
pasien dari pengguna 
BPJS Ketenagakerjaan 
Sumber : Peraturan Menteri Keten agakerjaan Republik Ind onesia Nomor 
11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif 
dalam Penyelengga raan Program Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK), Prosedur Standar Operasional BPJS Ketenagakerjaan 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan: 
1. BPJS Ketenagakerjaan Makassar, dinilai belum sepenuhnya 
melaksanakan program kerjanya terkhusus pada program 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), karena disamping peningkatan 
layanan, juga ada penambahan program yaitu RTW (Return To 
Work) dimana pengguna jasa yang mengalami cacat fisik akan 
diberikan bantuan atau edukasi berupa keterampilan sesuai  
dengan dirinya yang sekarang sehingga ia bisa kembali bekerja. 
2. Dalam pelaksanaanya, ada beberapa hal yang penulis garis 
bawahi, yaitu BPJS Ketenagakerjaan kurang melakukan 
monitoring terhadap pihak rumah sakit/pelayanan kesehatan 
yang ia pilih untuk bekerja sama dengannya. Karena masih ada 
pengguna jasa yang mengeluh bahwa ada kesan diskriminasi 
antara umum dan BPJS. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan  kepada pihak BPJS maupun 
pengelola rumah sakit sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah: 
1. Demi terlaksananya program jaminan sosial secaa utuh, BPJS dinilai 
perlu lebih gencar melakukan sosialisasi karena masih ada 
perusahaan-perusahaan tertentu yang belum mendaftarkan para 
51 
pekerjanya dalam program jaminan sosial ini, padahal mendaftarkan 
para pekerjaadalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan. 
2. BPJS Ketenagakerjaan perlu berperan aktif dalam melakukan 
monitoring terhadap pihak-pihak rumah sakit/pelayanan kesehatan 
yang ia pilih untuk bekerja sama agar tidak ada lagi kesan 
diskriminatif oleh pihak rumah sakit/pelayanan kesehatan yang 
timbul, karena BPJS aktif alam memonitoringnya. 
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